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Abstract

Disputes over the execution of fiduciary guarantees in cases of non-performing
loans are common issues between creditors and debtors. These disputes arise due
to differences in interpretation regarding the implementation of fiduciary
guarantee execution, particularly concerning the rights and obligations of each
party and the legal procedures that must be followed. This study aims to analyze
the factors causing disputes in fiduciary guarantee execution, the available dispute
resolution mechanisms, and the effectiveness of legal protection for creditors and
debtors. The research method used is a normative juridical approach with an
analysis of relevant laws and regulations, as well as case studies of court rulings.
The findings of this study are expected to provide insights into the implementation
of fiduciary guarantee execution in Indonesia and offer recommendations to
enhance legal certainty and justice for the parties involved in non-performing loan
disputes.

Keywords: Dispute, Fiduciary Guarantee Execution, Creditor, Debtor, Legal
Protection

Abstrak
Sengketa eksekusi jaminan fidusia dalam kasus kredit macet merupakan
permasalahan yang kerap terjadi antara kreditur dan debitur. Persoalan
ini muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak
serta prosedur hukum yang harus diikuti. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor penyebab sengketa eksekusi jaminan fidusia,
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mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, serta efektivitas
perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap
peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus putusan
pengadilan yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
wawasan mengenai implementasi eksekusi jaminan fidusia di Indonesia
serta rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan
bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa kredit macet.

Kata kunci: Sengketa, Eksekusi Jaminan Fidusia, Kreditur, Debitur,
Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai
ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi (Ningtyas 2023)- Tanah juga merupakan
sumber daya alam yang terbatas dan memiliki fungsi penting bagi kehidupan
manusia (Sukmawati 2022)- Oleh karena itu, kepemilikan dan pengelolaan tanah
diatur oleh hukum untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak
pihak yang berkepentingan (Sudiro and Putra 2023). Salah satu cara peralihan hak
milik atas tanah adalah melalui hibah (Igbal, Sulatri, and Humiati 2023). Hibah
merupakan pemberian cuma-cuma dari seseorang kepada pihak lain (Priyadi
2023)- Hibah tanah seringkali dilakukan dalam lingkungan keluarga atau kerabat
dekat (Rusli and Syafea 2023). Namun, tidak jarang hibah tanah menimbulkan
sengketa di kemudian hari. Sengketa hibah tanah dapat melibatkan berbagai
pihak, seperti pemberi hibah, penerima hibah, ahli waris, dan pihak ketiga yang
berkepentingan (Polontalo, Kasim, and Thalib 2023).

Sengketa hibah tanah dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain
adalah yang pertama Ketidakjelasan status hukum tanah, Tanah yang dihibahkan
belum memiliki sertifikat hak milik atau status hukumnya tidak jelas. Kedua
Adanya wasiat atau perjanjian lain, Pemberi hibah membuat wasiat atau
perjanjian lain yang bertentangan dengan hibah yang telah dilakukan. Ketiga
Perubahan kondisi atau situasi, Kondisi atau situasi pemberi hibah atau penerima
hibah berubah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan atau perselisihan. Keempat
Kurangnya komunikasi dan pemahaman, Pihak-pihak yang terlibat dalam hibah
tanah kurang berkomunikasi atau memahami maksud dan tujuan hibah tersebut
(Jacob 2023).

Sengketa hibah tanah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang
terlibat, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, perlindungan
hukum bagi pihak-pihak dalam sengketa hibah tanah menjadi penting untuk
menjamin kepastian hukum dan keadilan (Andi Susanto, Nur Mu'minah, Ismi
yatul Hasanah 2025). Perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam sengketa
hibah tanah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Perlindungan hukum tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain:
Syarat dan tata cara hibah tanah: Hukum mengatur syarat dan tata cara hibah
tanah agar hibah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Hak dan kewajiban
pihak-pihak: Hukum mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat
dalam hibah tanah, baik pemberi hibah, penerima hibah, maupun pihak ketiga
yang berkepentingan. Penyelesaian sengketa: Hukum menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa hibah tanah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi
(Bakri and Abrori 2025).

Namun, efektivitas perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam sengketa
hibah tanah masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas
perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak dalam sengketa hibah
tanah di Desa Panji Kecamtan Panji Kabupaten situbondo. Penelitian ini juga akan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan
hukum dalam sengketa hibah tanah dan merumuskan upaya-upaya untuk
meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam sengketa
hibah tanah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian hukum normatif yaitu
mengkaji sumber kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar Proses
penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan dan literatur terkait untuk
memperoleh doktrin, prinsip, serta aturan aturan guna menjawab konflik melalui
analisis data asal aneka macam asal perpustakaan. Sumber data yang digunakan
adalah data sekunder dari bahan kepustakaan, meliputi bahan hukum primer
seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku,
jurnal, laporan hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia
hukum. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research)
dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait
permasalahan. Data sekunder disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara
mendalam menggunakan metode analisis konten. Penyusunan sistematis dengan
mempertimbangkan semua data untuk gambaran menyeluruh tentang peristiwa
atau masalah hukum. Bahasa jelas untuk merumuskan masalah dan jawaban.
Kesimpulan ditarik secara deduktif dari proposisi umum ke spesifik.

Pembahasan

Pengertian Hibah Tanah

Hibah tanah merupakan suatu pemberian hak milik atas tanah secara
cuma-cuma dari seseorang (pemberi hibah) kepada pihak lain (penerima
hibah).(Arimurti and Putra 2022) Hibah tanah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Abon, Dantes, and
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Adnyani 2022).

Sengketa hibah tanah merupakan perselisihan hukum yang timbul terkait
dengan pemberian hak milik atas tanah secara cuma-cuma (hibah) (Ridha 2021)-
Sengketa ini dapat melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti
pemberi hibah, penerima hibah, ahli waris, maupun pihak ketiga yang merasa
memiliki hak atas tanah yang dihibahkan (Ahmad 2024).

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam rumusan kompilasi, hibah merupakan pemberian suatu benda
secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih
hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf G KHI) (Priyadi 2023). Kemudian didalam
pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Hibah dari orang tua
kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”(Rohayati 2022). Pada
pasal 212 KHI “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada
anaknnya” Pada pasal 213 KHI “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah
dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat
persetujuan dari ahliwarisnya”.

Ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada
dalam hukum Islam (figh) (Taufiq 2021)- Pada pasal 214 menyatakan tentang
“Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah
dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang
isinya tidak bertentangan denngan ketentuan-ketentuan pasal ini” (Tanjung 2021).

Menurut Hukum Perdata, pengertian hibah seperti yang dinyatakan dalam
Pasal 1666 BW adalah “Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu
hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,
menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima
penyerahan itu” (Putri and Ruslie 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hibah diatur dalam
Buku ketiga Tentang Perikatan, mulai Pasal 1666 sampai pasal 1693. Syarat-syarat
bagi pemberi hibah, adalah cakap dan dewasa. Tatacara penghibahan, jika objek
hibah berupa harta tak bergerak seperti tanah, maka penghibahan harus
dilakukan dengan Akta Notaris. Akan tetapi jika harta hibah berupa benda
bergerak cukup dengan penyerahan saja kepada penerima hibah (Nursandi,
Budiartha, and Astiti 2022)

Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa cara/alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara lain
secara litigasi (pengadilan) di atur secara terperinci menurut sistem hukum dan
asas-asas hukum peradilan dalam suatu negara hukum dan hukum acaranya
(Sari, Setiawan, and Nurmawati 2024)- Tingkat pemeriksaan di tingkat pertama,
tingkat banding, dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui
peninjauan kembali (Andi Susanto n.d.).
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Adapun alternatif lain dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui di
luar pengadilan itu sendiri yaitu:
1. Negosiasi
Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum,
bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia sehari-
hari, tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur
dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan
atas persoalan yang sama (Winarta 2022).
2. Mediasi
Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti
berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan
menyelesaikan segketa antara para pihak. “Berada di tengah” bermakana
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam
menyelesaiakan sengketa (Mukhtar 2024).
3. Konsiliasi
Konsiliasi suatu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal
dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh
pihak ketiga atau oleh komisi yang dibentuk oleh para pihak. Pihak ketiga
tersebut adalah konsiliator, tugasnya adalah untuk melakukan komunikasi di
antara para pihak sehingga dapat dipertemukan solusi oleh para pihak sendiri.
Dengan demikian, pihak konsiliator hanya melakukan tindakan seperti
mengatur waktu dan menentukan tempat, mengarahkan subjek pembicaraan,
membawa pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Konsiliasi bersifat
sukarela dan arah putusan yang dihasilkan sepenuhnya terletak ditangan para
pihak yang bersengketa (Tykhanskyi et al. 2021).
4. Ajudikasi
Ajudikasi merupakan coasi peradilan (peradilan semu). Proses ajudikasi ini
dimana pihak ketiga berperan merancang suatu solusi yang lebih realistis dan
objektif atas sengketa untuk kedua pihak yang berperkara dibandingkan
apabila mereka merancanganya sendiri (Palasari, Yuliartini, and Mangku
2022)- Dalam proses ini para pihak yang berperkara mencari cara yang terbaik
dan saling menguntungkan. Dengan demikian mereka dapat menghindari
hasil pemeriksaan yang dapat merugikan (Li et al. 2024)

Persidangan Mini

Persidangan mini ini hampir sama dengan pemeriksaan juri secara sumir,
bedanya hanya tanpa adanya juri penasihat (advisory jury). Dalam proses ini
pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing
pihak di hadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk
merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut. Misalnya, dalam suatu
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perkara yang melibatkan penyelesaian sengketa antara dua perusahaan yang
merupakan mitra kerja dalam wusaha patungan (joint venture), pimpinan
perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan akan duduk dalam
panel tersebut.(Jolly, Hans, and Peck 2022)

Dalam penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan (Alternative Dispute
Resolution) khususnya yang terjadi di masyarakat, biasanya masyarakat
menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Dalam hal ini,
terdapat adanya pihak ketiga yang hadir pada saat pertemuan/musyawarah
ketika suatu permasalahan tersebut diselesaikan (Usman 2024)- Praktik mediasi
yang dilakukan oleh masyarakat selalu berhasil. Akan tetapi, dalam penyelesaian
perkara melalui mediasi ini pasti adanya pihak yang merasa argumen atau
pernyataannya bertolak belakang dengan perkara yang terjadi, disinilah pihak
ketiga (mediator) dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan
segketa antara para pihak (Arifin, Abrori, and Masruroh 2024). “Berada di tengah”
bermakana mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam
menyelesaiakan sengketa.(Bakri and Abrori 2025)

Dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sit, Pengadilan Negeri
Situbondo memberikan perlindungan hukum bagi Sutikno sebagai pihak yang
memiliki hak atas tanah (Usman, Muhammad Abrori 2025). Meskipun pihak
tergugat tidak hadir dalam persidangan, pengadilan memutuskan secara verstek
untuk melindungi hak-hak Sutikno sesuai dengan prinsip negara hukum dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum diwujudkan
melalui pengakuan keabsahan transaksi hibah tanah, hak Sutikno untuk
menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan melakukan balik nama
sertifikat tanah, serta kewenangan untuk mengurus sertifikat yang hilang.
Putusan ini juga menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara,
mempertimbangkan aspek keadilan finansial bagi pihak yang dirugikan (Putusan
Sela Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sit). Perlindungan hukum mencakup aspek
pencegahan dan pemulihan, di mana pencegahan melibatkan regulasi dan
pengawasan agar hak-hak pemilik tanah tidak dilanggar, sementara pemulihan
berfokus pada penyelesaian sengketa dan pemulihan hak yang telah dilanggar.
Putusan ini menegaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia memberikan jalan
bagi penegakan keadilan meskipun ada ketidakpatuhan dari pihak tergugat
(Putusan Sela Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sit) (Silalahi and Djajaputra 2024).

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua
bagian, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan
mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak dengan memberikan aturan
yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya
pelanggaran hak atau sengketa untuk menyelesaikan sengketa dan
mengembalikan hak yang dilanggar. Indonesia merupakan negara yang
berdasarkan hukum, sehingga negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-
hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum kepada setiap
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individu.(DM et al. 2022) Perlindungan hukum diartikan sebagai hak yang harus
merata bagi seluruh warga negara, dan hak ini diberikan oleh pemerintah dengan
syarat-syarat tertentu telah terpenuhi oleh individu yang bersangkutan
Perlindungan hukum melibatkan keamanan terhadap martabat dan harga diri
manusia, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).(Hofi and
Wicaksono 2023)

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila
sebagai ideologi dan falsafah negara, sedangkan di Barat konsep perlindungan
hukum bersumber dari ide Rechtstaat dan Rule of The Law.(Hasbiyalla, Arifin, and
Abrori 2025) Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan
dan perlindungan terhadap martabat dan harga diri manusia yang bersumber dari
konsep pengakuan dan perlindungan terhadap HAM (USMAN 2021).
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian: Perlindungan
Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Institusi hukum seperti
pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga non-litigasi menjadi wadah utama
dalam menegakkan perlindungan hukum secara konkret (Penulis, tahun).
Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua prinsip utama dalam perlindungan hukum
bagi rakyat yang berlandaskan Pancasila: Prinsip Pengakuan dan Perlindungan
Hak Asasi Manusia, dan Prinsip Negara Hukum (Kaka 2021).

Dalam kasus Sutikno melawan Yoyok Arifin, perlindungan hukum
preventif diterapkan melalui perjanjian hibahdan pendaftaran tanah, sementara
perlindungan hukum represif diberikan melalui Putusan Pengadilan Negeri
Situbondo Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sit yang mengakui hak kepemilikan
Sutikno atas tanah dan memberikan wewenang untuk mengurus akta hibah dan
balik nama sertifikat tanah. Putusan tersebut juga menekankan pentingnya
kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam transaksi hibah tanah dan
memberikan solusi konkret bagi pemulihan hak atas tanah (BAKRI 2021).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bertujuan untuk
memastikan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan.(Harahap and
Tanjung 2024) Meskipun sulit untuk mencapai ketiga aspek ini secara bersamaan,
penegak hukum berperan penting dalam menyelaraskannya. Penegakan hukum
merupakan bagian integral dari proses hukum yang mencakup pembuatan
hukum, penegakan, proses peradilan, dan administrasi keadilan. Selain penegak
hukum, peran masyarakat juga krusial dalam menjaga ketaatan hukum (Bakri
2022).

Soerjono Soekanto melihat penegakan hukum sebagai proses untuk
mengintegrasikan nilai-nilai yang terwujud dalam peraturan, keyakinan, dan
mengaktualisasikannya melalui sikap dan tindakan untuk mencapai harmoni
kehidupan bersama. Namun, terdapat tantangan ketika hukum yang diterapkan
bersifat liberal dan hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Arifin, “ Analisis
Prinsip Keadilan Akad Rahn Tasjili Pada Produk Pembiayaan Gadai Kendaraan
Syariah (Generasi) Di Ksps Nuri Jatim.” Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan
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ketidakadilan ini, langkah-langkah tegas (affirmative action) dapat diambil,
seperti penciptaan budaya penegakan hukum yang lebih kolektif dan
mengutamakan kepentingan bersama (Sutriyono 2023).

Dalam kasus Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sit, Pengadilan Negeri
Situbondo tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat
hak atas tanah, tetapi juga memastikan keputusan yang diambil tidak memberikan
ketidaknyamanan di Masyarakat dan mencerminkan keadilan sosial bagi semua
pihak. Langkah-langkah seperti memerintahkan balik nama sertifikat dan
menetapkan tanggung renteng biaya perkara bagi para tergugat merupakan
langkah konkret untuk menegakkan keadilan (Putusan Sela Nomor
32/Pdt.G/2024 /PN Sit)

Putusan Sela Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sit menegaskan pentingnya
kepastian hukum dalam melindungi hak-hak pemegang sertifikat tanah. Putusan
ini memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, kemanfaatan sosial dengan
memberikan kepastian hukum, dan insentif untuk penegakan hukum yang efektif
dengan menetapkan tergugat menanggung biaya perkara. Dengan penegakan
hukum yang berhasil, diharapkan masyarakat akan semakin percaya dan
menghormati institusi peradilan, yang merupakan fondasi penting dalam
membangun masyarakat yang berlandaskan hukum. Putusan ini juga
memberikan contoh bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah untuk
mematuhi ketentuan hukum, serta menegaskan pentingnya peran institusi
peradilan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengatur hubungan
antara individu, masyarakat, dan negara dan dihasilkannya putusan ini
merupakan bentuk dari penegakan hukum. Penegakan hukum, khususnya dalam
konteks hukum pertanahan dan kepemilikan tanah di Indonesia, merupakan
proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek (Pidana 2025). Penegakan
hukum bertujuan tidak hanya untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga
untuk mencapai kemanfaatan sosial dan keadilan. Penegakan hukum merupakan
upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
manfaat sosial menjadi kenyataan, serta implementasi norma-norma hukum agar
berfungsi secara efektif sebagai panduan bagi individu dalam interaksi hukum di
masyarakat dan negara (Simamora 2023).

Mencapai ketiga aspek tersebut secara bersamaan sangatlah sulit, dan
penegak hukum memainkan peran penting dalam menyelaraskannya. Penegakan
hukum juga bertujuan untuk mengubah ide-ide dan konsep-konsep hukum yang
diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan, melibatkan berbagai tahapan
seperti pembuatan hukum, proses peradilan, dan administrasi keadilan. Peran
aktif masyarakat juga krusial dalam menjaga ketaatan hukum. Faktor-faktor yang
memengaruhi proses penegakan hukum meliputi undang-undang, penegak
hukum, sarana penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan (S. Sutriyono
2023). Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, diperlukan langkah-
langkah tegas (affirmative action) seperti menciptakan budaya penegakan hukum
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yang berbeda, misalnya budaya kolektif, yang dapat mengatasi
ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu,
penegakan hukum pertanahan dan kepemilikan tanah di Indonesia
membutuhkan upaya yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi
keberhasilannya, seperti undang-undang, penegak hukum, sarana penegakan
hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sengketa eksekusi jaminan fidusia
dalam kredit macet umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi
antara kreditur dan debitur, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur
eksekusi yang sesuai dengan peraturan hukum. Selain itu, masih terdapat praktik
eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam
menyelesaikan sengketa ini, tersedia beberapa mekanisme, baik litigasi melalui
pengadilan maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Namun, efektivitas
perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur masih memerlukan perbaikan
agar eksekusi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang
berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh
salah satu pihak serta meningkatkan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur
dalam penyelesaian kredit macet.
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